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ABSTRAK 
 
Ekayanti ( B 111 10 138 ), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan Oleh Guru” (Studi Kasus Putusan Nomor:21/Pid. 
B/2013/PN.Parepare)”. Di bawah bimbingan Said Karim sebagai pembimbing 
I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
dalam tindak pidana pencabulan oleh guru dan pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan : 
21/Pid.B/2013/PN.Parepare. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Parepare yaitu Pengadilan Negeri 
Parepare dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi 
yang terkait lansung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini jaksa 
penuntut umum, hakim dan paniteranya dan juga melakukan pengumpulan 
data-data berkenaan dengan objek penelitian. Selain itu Peneliti juga 
melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur 
serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan hukum 
pidana oleh hakim dalam perkara pidana No.21/Pid.B/2013/PN.Parepare 
adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap ada kekeliruan 
dalam penerapan pasal dimana hakim menerapkan Pasal 292 KUHP tanpa 
memandang asas lex specialis derogat lex generalis dimana aturan hukum 
yang lebih khusus dalam hal ini Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. 
 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 
dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan 
saksi-saksi, alat bukti surat yaitu visum et repertum dan keterangan terdakwa 
serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan 
hakim itu sendiri. Dan tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang 
membuat terdakwa lepas dari jeratan hukum. Selain itu, hakim juga turut 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi 
terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha 
perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 
 Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya 
masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap 
keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek 
kehidupan. 
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak menyatakan bahwa: 
anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus 
cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis 
dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan 
dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, 
selaras, dan seimbang. 
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 Oleh karena itu anak adalah asset bangsa dan juga sebagai 
generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin 
kesejahteraannya. Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup 
lama dibicarakan baik di Indonesia maupun didunia Internasioanl. 
Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, 
karena merupakan masalah universal. 
 Anak wajib memperoleh perlindungan dan didikan yang baik 
dari orang tua maupun orang-orang di sekitar lingkungannya. Guru 
selama ini diibaratkan sebagai pengganti orang tua murid di sekolah. 
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 
dan Dosen Pasal 1 Ayat (1) : 
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. 
 
Akan tetapi dewasa ini, seringkali kita mendengar kasus 
pencabulan yang menimpah murid di lingkungan sekolahnya. Dan 
yang paling memprihatinkan, sebab orang yang melakukan perbuatan 
cabul terhadap murid tersebut adalah guru mereka sendiri. Guru yang 
seharusnya mendidik mereka dengan sabar, penuh kasih sayang 
seketika berubah menjadi layaknya ibu/ayah tiri yang menyiksa 
mereka di sekolah baik secara fisik, maupun psikis.  
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Memang sulit untuk dipercayai bahwa seorang guru yang 
selama ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan 
sabar menuangkan ilmunya, tega berbuat cabul, yang dapat menekan 
psikis murid. Pada dasarnya, murut merupakan anak dibawah umur 
yang memerlukan perlindungan dari orang-orang di lingkunganya 
sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri. Anak 
sangatlah rentang untuk menjadi korban dari suatu tindak pidana, 
sehingga tidaklah mengherankan jika seorang murid bisa menjadi 
korban tindak pidana pencabulan oleh guru di sekolahnya sendiri.   
Dalam pasal (3) Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan 
Anak dijelaskan menyangkut asas tujuan bahwa : 
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, banyak berakhlak mulia, dan 
sejahtera”. 
Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ini anak mudah sekali 
menjadi korban pencabulan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat 
menuntut ilmu bagi murid malah menjadi tempat dimana mereka memperoleh 
perbuatan cabul. Murid menjadi korban ketidakmampuan guru 
mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul tersebut 
dapat mengganggu proses kehidupan murid sehari-hari, dan juga bisa 
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merugikan guru itu sendiri, sebab perbuatan cabul itu memenuhi unsur tindak 
pidana, maka mereka bisa dituntut dan diadili secara hukum. 
  Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti dan mengkaji karya ilmiah (skripsi) dengan berjudul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru” (Studi Kasus 
Putusan No.21/PID.B/2013/PN.Parepare). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian singkat di atas, maka rumusan masalah yang dapat 
penulis rumuskan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
pencabulan anak dalam Nomor Putusan 21/PID.B/2013/PN.Parepare? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam Nomor 
Putusan 21/PID.B/2013/PN.Parepare ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
pencabulan terhadap anak dalam Nomor Putusan 
21/PID.B/2013/PN.Parepare. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam Nomor 
Putusan 21/PID.B/2013/PN.Parepare. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa fakultas hukum 
pada umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum pidana pada 
khususnya. 
2. Dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat agar senantiasa mendidik 
dan melindungi anak-anak mereka sehingga terhindar dari kasus 
pencabulan yang dapat menimpa anak mereka. 
3. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana Pencabulan 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Sedangkan tindak pidana menurut Simons (Kansil, 2001: 106) adalah 
perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana 
dilakukan oleh seseorang yang di pertanggung jawabkan, dapat disyaratkan 
kepada si pembuatnya atau pelaku. 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat (Amir Ilyas,2012 : 18). 
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Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana 
atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah : 
1. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana; 
2. Strafbare handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang 
digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan 
3. Criminal act diterjemahkan dalam istilah Perbuatan Kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri 
atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing 
memiliki arti : 
 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman (pidana). 
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Menurut Andi Hamzah (Amir Ilyas,2012:19) Delik adalah suatu 
perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang (pidana). 
Moeljatno (Amir Ilyas,2012: 19) mengartikan Strafbaarfeit itu 
sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh 
peraturan perundang-undangan.” 
Sementara Jonkers (Amir Ilyas,2012: 20) merumuskan bahwa 
Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu 
perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan 
dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan”. 
Simons (Amir Ilyas,2012: 20) merumuskan Strafbaarfeit adalah suatu 
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
S.R. Sianturi memberikan rumusan, tindak pidana adalah sebagai 
suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang 
(atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat 
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melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang 
bertanggungjawab) (Amir Ilyas,2012: 22). 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedahkan setidak-tidaknya dari dua 
sudut pandang, yaitu : (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-
undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang 
adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 
ada. 
1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi 
Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana 
yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualism 
maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana 
adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa 
contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritisi yang telah 
dibicarakan di muka, yaitu: Moelijatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan 
Schravendijk (Adami Chazawi,2002: 79). 
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Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak 
pidana adalah: 
a. perbuatan; 
b. yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada 
pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 
(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu 
dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana 
merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. 
Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana 
ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana 
(Adami Chazawi, 2002: 79). 
Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80) di muka, tindak 
pidana tersebut dari unsur-unsur, yaitu: 
a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat 
pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu 
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diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, 
karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak 
dengan demikian dijatuhi pidana (Adami Chazawi, 2002: 80). 
Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun 
dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) 
yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana (Adami 
Chazawi, 2002: 80). 
Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos (Adami Chazawi, 2002: 80), 
dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah: 
a. kelakuan manusia; 
b. diancam dengan pidana 
c. dalam peraturan perundang-undangan. 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualism tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu 
adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan 
diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas 
terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau 
dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya (Adami 
Chazawi, 2002: 80). 
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Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham 
monism, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja 
yang di muka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk (Adami 
Chazawi, 2002: 81). 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (Adami Chazawi, 2002: 81) 
(penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah: 
a. perbuatan (yang); 
b. melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam batasan 
yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. kelakuan (orang yang); 
b. bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. diancam dengan hukuman; 
d. dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. dipersalahkan/kesalahan. 
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Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, 
namun pada unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang 
mengenai diri orangnya. 
1. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat 
pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
rumusan, yaitu mengenai tingkah laki/perbuatan walaupun ada 
perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan 
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga 
tidak dicantunkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 
kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak 
mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek 
kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu 
(Adami Chazawi, 2002: 81). 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
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d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, 
misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 
362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau 
kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP 
pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa 
melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif 
misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplicbting, Pasal 378), 
pemerasan (afpersing, Pasal 368), pengancaman (afdreiging, Pasal 369) di 
mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan 
memiliki dalam penggelapan (Pasal 372) yang bersifat subjektif, artinya 
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terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam 
kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat (Adami Chazawi, 2002: 82). 
Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum 
objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana 
yang bersangkutan (Adami Chazawi, 2002: 83). 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar 
keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai 
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat 
(sekitar) pada perbuatan dan objektif tindak pidana. Sementara itu, unsur 
yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau 
melekat pada keadaan batin orangnya (Adami Chazawi, 2002: 83) . 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni 
sebagai beriktu: 
1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat 
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diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 
dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan 
ancaman pidana penjara (Amir Ilyas, 2012: 28). 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formal dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai 
syarat penyelesaian tindak pidana, malainkan semata-mata pada 
perbuatannya (Amir Ilyas, 2012: 29). 
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa (Amir Ilyas, 
2012: 30). 
4. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
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komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana 
omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang 
untuk mewujudkannya disyarakatkan adanya gerakan dari anggota 
tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar 
larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana 
yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian 
terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah 
tindak pidana aktif (Amir Ilyas, 2012: 30). 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif 
murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif 
murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau 
tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, 
tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang 
pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang 
mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak 
berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul 
(Amir Ilyas, 2012: 31). 
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5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 
terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu 
singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya 
ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga 
terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah 
perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, 
yang disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini 
dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu 
keadaan yang terlarang. 
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan 
III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak 
pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP (Amir Ilyas, 2012: 31).  
7. Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) 
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dan tindak pidana propria (tindak pidana yang harus dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar 
tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan 
tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, 
misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda 
(pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya. 
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana 
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak 
disyaratkan adanya pengaduan diri yang berhak, sementara itu 
tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan 
penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh 
yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya 
dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal 
tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan 
oleh orang yang berhak. 
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9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi: 
1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat 
juga disebut dengan bentuk standar; 
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan 
3. Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 
lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, 
sementara itu pada rumusan yang diperberat dan/atau 
diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok 
itu, melaikan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya 
atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau 
meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor 
pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana 
terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang deperberat atau 
yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari 
pada bentuk pokoknya (Amir Ilyas, 2012: 32). 
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 
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kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam 
KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka 
disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi 
kepentingan hukum terdapat keamanan Negara, dibentuk rumusan 
kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk 
melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi 
penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum 
(Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap 
hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian 
(Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan 
dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya (Amir Ilyas, 
2012: 33). 
11.  Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak 
pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali 
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perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah 
berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud 
dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai 
selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyarakatkan dilakukan 
secara berulang (Amir Ilyas, 2012: 34).  
3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dan Jenisnya 
Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah 
segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri 
maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan 
dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat 
merangsang nafsu seksual (Adami Chazawi, 2005: 80).  
 KUHP menjelaskan perbuatan cabul sebagai berikut: 
“segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) 
atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu 
birahi kelamin, misalnya : Cium-ciuman, meraba-raba anggota 
kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Persetubuhan masuk 
pula dalam pengertian cabul”. 
 
Lebih tegas Adami Chazawi mengemukakam perbuatan cabul 
sebagai “ segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada 
diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan 
dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat 
merangsang nafsu seksual. Misalnya : mengelus-elus atau 
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menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, 
mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya” Adami Chazawi 
(2005: 80). 
Adapun beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu sebagai 
berikut : 
1. Exhibitionism :  Yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada 
                              orang lain. 
2. Voyeurism :  Yaitu mencium seseorang dengan bernafsu. 
3. Fondling :  Yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang. 
4. Fellatio  :  Yaitu memaksa seseorang untuk melakukan  
                               kontak mulut.  
KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak 
pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari 
pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya 
dengan perkosaan ataupun persetubuhan, sedangkan dalam konsep KUHP 
yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” disamping pencabulan, 
sehingga pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Menurut R. Soesilo 
(1996: 209), yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara 
anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk 
mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam 
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anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai 
dengan Arriest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W, 9292). Dalam pengertian 
persetubuhan di atas disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan 
suatu persetubuhan jika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin 
perempuan sampai mengeluarkan air mani yang dapat mengakibatkan 
kehamilan. 
Persetubuhan adalah persetuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-
laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. 
Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si 
perempuan. Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis 
telah penestrasi (masuk) ke dalam vagina (Leden Marpaung, 2008, 53). 
Berdasarkan uraian diatas bahwa pengertian bersetubuh berdasarkan 
dengan yang diungkapkan oleh  R.Soesilo karena disini tidak disyaratkan 
terjadi pengeluaran air mani dari penis laki-laki yang dapat menyebabkan 
kehamilan. 
Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara pencabulan dan 
persetubuhan yaitu jika seseorang melakukan persetubuhan itu sudah 
termasuk perbuatan cabul sedangkan ketika seseorang melakukan 
perbuatan cabul, belum dikategorikan telah melakukan persetubuhan karena 
suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu persetubuhan jika 
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disyaratkan masuknya penis ke dalam vagina perempuan kemudian laki-laki 
mengeluarkan air mani yang biasanya menyebabkan terjadinya kehamilan 
sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka bukan dikategorikan 
sebagai suatu persetubuhan melainkan perbuatan cabul. Selain itu perbuatan 
cabul tidak menimbulkan kehamilan (Leden Marpung, 2008: 70). 
4. Unsur-unsur Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan 
Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan cabul, penulis 
akan menjabarkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang menyangkut 
dengan perbuatan cabul. Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur 
dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut : 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
diamcam karena melakukan perbuatan yang menyerang 
kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 
Sembilan tahun.” 
 
 
Apabila rumusan Pasal 289 KUHP tersebut dirinci, akan terlihat 
unsur-unsurnya sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005: 78): 
1. Perbuatannya: Perbuatan cabul dan memaksa caranya 
dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan 
2. Objeknya: Seseoarang untuk melakukan atau membiarkan 
melakukan. 
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Adami Chazawi memberikan pengertian perbuatan memaksa 
sebagai perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan 
kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain 
itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau 
sama dengan kehendaknya sendiri (Adami Chazawi, 2005: 63). 
Adapun yang dimaksud dengan kekerasan diutarakan oleh 
R.Soesilo (1996: 98) sebagai “mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”. Sementara 
M.H.Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2008: 52) memberikan 
pengertian kekerasan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan 
dengan kekuatan badan yang agak hebat. Berdasarkan beberapa 
pendapat dari pakar di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan 
merupakan setiap perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan 
menggunakan kekutan badan yang besar dimana kekuatan itu 
mengakibatkan orang lain tidak berdaya (Leden Marpaung, 2008: 52) 
Mengenai ancaman kekerasan, Adami Chazawi mengutarakan 
bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman 
kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga 
berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa 
perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau 
lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segala 
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dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuat 
hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku (Adami Chazawi, 2005: 65). 
Perbuatan cabul terhadap anak diatur pada Pasal 290 KUHP, 
Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 ayat (1) KUHP, dan 
Pasal 295 KUHP serta Pasal 82 Undag-undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, terkait dengan pokok masalah yang 
dibahas dalam skripsi khususnya untuk jenis kelamin yang sama. 
Pasal 292 KUHP menentukan : 
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 
yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa 
itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. 
 Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Unsur-unsur Subjektif : yang ia ketahui atau sepantasnya harus 
dapat     ia duga 
2. Unsur-unsur Objektif : 
a. Seorang dewasa ; 
b. Melakukan tindak melanggar kesusilaan ; 
c. Seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama ; 
d. Kebelumdewasaan; 
Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang 
dikenal sebagai “homoseks” dan “lesbian”. Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia, dimuat arti “homoseksual” dan “lesbian” Dalam keadaan tertarik 
terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedangkan 
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“Lesbian” adalah wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya (wanita 
homosesks)” (Theo Lamintang, 2009: 153) 
Pada umumnya, pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi 
pria, sedang lesbian dimaksudkan untuk wanita. Kurang jelas kenapa terjadi 
hal ini karena sebenarnya dari “homoseksual” adalah perhubungan kelamin 
antara jenis kelamin yang sama. Bagi orang yang di bawah umur, perlu 
dilindungi dari orang dewasa yang homoseksual/ lesbian, karena sangat 
berbahaya bagi perkembangannya, itulah mengapa diciptakan pasal ini untuk 
melindungi orang dewasa terutama anak (Leden Marpaung, 2008: 67). 
Selanjudnya, Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010: 89) : 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (Lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”. 
Apapun unsur-unsur dari pasal tersebut  adalah sebagai berikut : 
1. Unsur Objektif : 
a. Perbuatannya memaksa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 
atau membujuk ; 
b. Objeknya seseorang yang melakukan atau membiarkan 
melakukan ; 
c. Perbuatan cabul ; 
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2. Unsur Subjektif yaitu Sengaja. 
Beberapa unsur-unsur dari Pasal 82 ini memiliki kesamaan 
dengan unsur-unsur perbuatan cabul pada Pasal 289 KUHP yang 
telah diuraikan diatas, hanya saja perbedaannya pada Pasal 82 ini 
terdapat beberapa perbuatan yang tidak dirumuskan dalam Pasal 
289 KUHP, yaitu : tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan 
membujuk. 
Mengenai perbuatan memaksa, perbuatan cabul, kekerasan 
dan ancaman kekerasan telah diuraikan pada pembahasan 
sebelumnya. 
Selanjudnya akan diuraikan mengenai tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan dan membujuk. 
R.Soesilo mengartikan tipu muslihat sama dengan akal cerdik 
yaitu “Suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang berpikir 
normal dapat tertipu” (R.Soesilo, 1996: 261). 
 Ancaman ; 
 Tipu ; 
 Memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan; 
Hal yang hampir sama diutarakan oleh Adami Chazawi 
Tentang pengertian membujuk yaitu menarik kehendak orang 
yang bersifat mengiming-iming (Adami Chazawi, 2005, 86). 
Kemudian menurut R.Seosilo, “Membujuk” adalah “Melakukan 
pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang lain 
itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui 
duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat 
demikian” (R. Soesilo, 1996: 261). 
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B. Guru dan Murid 
1. Pengertian Guru 
Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur 
manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting 
dalam dunia pendidikan. Ketika semua mempersoalkan masalah dunia 
pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama 
yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Hal tersebut tidak 
dapat disangkal, karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan 
guru. Sebagian besar waktu guru dihabiskan di sekolah, sisanya ada di 
rumah dan masyarakat. 
Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 
Dosen Pasal 1 Ayat (1) 
“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” 
Sedangkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan bahwa : 
“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususnya, serta 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” 
Dalam pengertian yang sederhana (Syaiful Bahri Djamarah,2010: 31). 
Guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada anak didik. Guru dalam 
pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di 
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tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa  
juga di masjid, di rumah, dan sebagainya. 
Menurut Roestiyah N.K (Syaiful Bahri Djamarah,2010:38), bahwa guru 
dalam mendidik anak didik bertugas untuk : 
1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, 
kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. 
2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan 
sadar Negara kita Pancasila. 
3. Menyiapkan anak menjadi warga Negara yang baik sesuai Undang-
undang Pendidikan yang merupakan Keputusan MPR No. II Tahun 
1983. 
4. Sebagai perantara dalam belajar. 
Di dalam proses belajar guru hanya sebagai perantara/medium, anak 
harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian insight, 
sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan 
sikap. 
5. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik kearah 
kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak 
menurut sekehendaknya. 
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6. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. 
Anak nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam 
masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih dan dibiasakan di 
sekolah di bawah pengawasan guru. 
7. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata 
tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu. 
8. Guru sebagai administrator dan manajer. 
Disamping mendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan 
tata usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji, 
dan sebagainya, serta dapat mengkoordinasi segala pekerjaan di 
sekolah secara demokratis, sehingga suasana pekerjaan penuh 
dengan rasa kekeluargaan. 
9. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. 
Orang menjadi guru karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, 
maka harus menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai suatu 
profesi. 
10. Guru sebagai perencana kurikulum. 
Guru menghadapi anak-anak setiap hari, gurulah yang paling tahu 
kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar, maka dalam 
penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. 
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11. Guru sebagai pemimpin (guidance worker)  
Guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak 
situasi untuk membimbing anak kearah pemecahan soal, membentuk 
keputusan, dan menghadap anak-anak pada problem. 
12. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. Guru harus turut 
aktif dalam segala aktifitas anak, misalnya dalam ekstrakurikuler 
membentuk kelompok belajar dan sebagainya. 
2. Pengertian Murid 
Murid sering juga kita sebut dengan istilah anak didik. (Syaiful 
Bahri Djamarah, 2010: 51) anak didik adalah setiap orang yang 
menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang 
menjalankan kegiatan pendidik. Anak didik bukan binatang, tetapi ia 
adalah manusia yang mempunyai akal. Anak didik adalah unsur 
manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. 
Anak didik pada dasarnya merupakan anak yang masih di 
bawah umur yang memerlukan didikan dengan kasih sayang, bukan 
dengan kekerasan. Hal ini dengan jelas tercantum dalam Pasal 4 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
yang menjelaskan bahwa: 
“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang 
dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi”. 
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Kemudian dalam pasal 13 juga menyebutkan bahwa : 
“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 
lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 
mendapatkan perlindungan dari perlakuan : 
a. Diskriminasi, 
b. Eksloitasi, baik ekonomi maupun seksual, 
c. Penelantaran, 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 
e. Ketidakadilan, dan 
f. Perlakuan salah lainnya. 
 
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka 
pelaku dikenakan pemberatan hukuman”. 
Menurut Sutari Iman Barnadib, Suwarno, dan Siti Mechati (Syaiful 
Bahri Djamarah,2010: 52), anak didik memiliki karakteristik tertentu, yaitu : 
1. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi 
tanggung jawab pendidik (guru), atau 
2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, 
sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik 
3. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara 
terpadu yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, 
kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, 
jari), latar belakang sosial, latar belakang biologis (warna kulit, bentuk 
tubuh, dan lainnya), serta perbedaan individual. 
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C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
a. Pengertian Anak 
Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu 
perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai 
saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat 
mengenai pengertian anak, sehinga kadang menimbang kebingungan untuk 
menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini 
dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat 
pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang 
berbeda-beda antara satu perundangan-undangan dengan perundang-
undangan lain (Abdussalam, 2007: 5). 
Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan 
perundang-undangan : 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan 
dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai 
orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan 
perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 
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Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum 
positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang 
untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas 
kesejahteraan yang layak (Desita Rahma Setis Wati, 2010: 120. 
Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 
287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah 
umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima 
belas) tahun. 
(2) Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan memuat, bahwa batasan minimum usia untuk dapat 
menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 
(Sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah 
mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini 
menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 
(enam belas) tahun dan 19 (Sembilan belas) tahun. 
(3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menyebutkan 
bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua 
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 
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(4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I ketentuan 
Umum. Pasal 1 angka 5 Undang-undang ini menyebutkan bahwa  
“anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya”. 
 
(5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pengertia anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002, menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan”. 
(6) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Pengertian anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah orang 
yang dalam perkara anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah menikah. 
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b. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak 
Menurut Maidin Gultom (2008: 39) prinsip perlindungan anak 
ada 3 (tiga), yaitui : 
1. Anak tidak dapat berjuang sendiri. 
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak 
adalah Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, 
bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya anak harus dilindungi. 
Anak tidak dapat melindungi melindungi sendiri hak-haknya, 
banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, 
Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan 
perlindungan hak-hak anak. 
2. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) 
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, 
dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak 
harus dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh 
prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. 
Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan 
mengalami hambatan. Prinsip the best interest of the child 
digunakan karena faktor usia dan pengetahuannya yang rendah. 
Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-
monster yang lebih buruk di kemudian hari. 
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3. Ancaman daur kehidupan (life circle approach) 
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa 
perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. 
Janis yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, 
termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia 
telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan 
primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, 
sehingga terbatas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. 
Anak memerlukan keluarga, lembaga pendidik, dan lembaga 
sosial/keagamaan yang bermutu di masa pra sekolah dan sekolah. Anak juga 
memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang 
cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah 
berumur 15-18 tahun, ia memasuki  masa transisi ke dalam dunia dewasa. 
Periode ini penuh risiko, karena secara kultural, seseorang akan dianggap 
dewasa dan fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi 
reproduksi. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan 
dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat mengantar anak 
memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung 
jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan 
agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik tentu 
mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani 
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dan rohaninya juga selalu menjaga tingkah laku mereka, serta menentukan 
kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka. 
c. Hukum Perlindungan Anak 
Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, 
tetapi juga kadang-kadang bertentangan. Untuk itu diperlukan aturan hukum 
dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak 
diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan 
anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak (Maidin Gultom,2008: 
43). 
Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek Hukum Perlindungan Anak, 
lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan 
kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban 
(Maidim Gultom, 2008: 43). 
D. Ketentuan-ketentuan Pidana Perbutan Cabul Terhadap Anak 
a. Menurut KUHP 
Dalam KUHP ketentuan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan 
terhadap anak diatur dalam Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 
ayat 1, dan Pasal 295. Adapun isi dari Pasal tersebut yaitu : 
 Pasal 290 KUHP Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
tujuh tahun: 
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1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, 
sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. 
Pengertian pingsan disini diartikan dengan “tidak sadar” 
sedangkan kata “tidak berdaya” adalah “tidak bertenaga” atau 
sangat lemah. Kata “diketahuinya” adalah rumusan dolus atau 
sengaja. Dengan demikian si pelaku, mengetahui bahwa yang 
dicabulinya tersebut, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. 
2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, 
sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur 
orang itu belum cukup 15 (Lima belas) tahun atau kalau tidak nyata 
berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin. 
Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja 
memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan 
tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah 
umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas 
umumnya dan belum saatnya dikawin. 
3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu 
belum cukup 15 (Lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa 
umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan 
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atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau 
akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin. 
Menurut Pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau 
menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup 
lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-
tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya 
tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan 
hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. 
Menurut R. Soesilo seorang wanita yang melakukan persetubuhan dengan 
anak laki-laki yang berumur kurung dari 15 (lima belas) tahun dapat 
dikenakan pasal ini. 
 Pasal 292 KHUP 
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 
belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya 
atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun” 
Menurut Pasal ini dapat dihukum orang dewasa yang melakukan 
perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia 
“Dewasa” berarti telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum 
mencapai umur itu, tetapi sudah kawin. “Jenis kelamin yang sama” berarti 
laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Perbuatan 
cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala 
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perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, 
semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. 
 Pasal 293 KUHP 
1) Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan 
memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan 
pengaruh berlebih-lebih yang ada disebabkan oleh perbuatan yang 
sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang 
yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya, yang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan 
melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan 
dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara 
selama-lamanya 5 (Lima) tahun. 
Menurut Pasal ini dapat dihukum seseorang yang sengaja membujuk 
orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik 
(misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang 
melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan 
misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada 
korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu 
muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga 
menuruti kemauan dan kehendak pelaku. 
 Pasal 294 ayat (1) KUHP 
“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang 
belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, 
atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayanya 
padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang 
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atau orang sebanyahnya yang belum dewasa, dihukum penjara 
selama-lamanya tujuh tahun”. 
Menurut Pasal ini dapat dihukum seseorang yang sengaja melakukan 
perbuatan asusila atau cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat 
dan anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau belum 
dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau 
semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawab 
si pelaku. 
 Pasal 295 KUHP 
1) Dipidana : 
Ke-1 Dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun, 
barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau 
memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaranya, 
anak yang di bawah pengawasannya, semuanya di bawah 
umur, orang di bawah umur yang dipercayakan kepadanya 
supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya, atau 
bujangnya atau orang bawahannya, keduanya masih di 
bawah umur, sehingga semua orang tersebut itu melakukan 
cabul dengan orang lain. 
Ke-2  Dengan penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa 
dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal 
di luar yang disebut pada ke-1, orang di bawah umur yang 
diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa ia di 
bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. 
2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikannya 
sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidana itu dapat 
ditambah sepertiga. 
Tindak pidana ini terdiri atas menghubungkan atau memudahkan 
orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan orang-
orang tertentu yang disebut dalam pasal ini. Dalam butir ke-2 orang lain yang 
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disebut dalam butir ke-1 dirumuskan secara umum yaitu mereka yang 
diketahuinya atau patut harus menduganya belum dewasa. Menurut ayat ke-
2 dari pasal ini tidak pidana tersebut ancamannya diperberat secara khusus 
jika dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan. 
b. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah 
salah satu undang-undang yang secara khusus mengatur hal-hal tertentu 
yang menyangkut masalah anak khususnya yang berkaitan dengan 
perlindungan terhadap anak. Untuk mengefektifkan berlakunya undang-
undang perlindungan anak ini, pembentukan undang-undang bukan hanya 
mengamanatkan untuk dibentuknya komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI). 
Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini diatur 
dalam Bab XII yaitu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Sementara 
Pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak 
diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak. Adapun isi dari 
Pasal tersebut sebagai berikut : 
 “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (Lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
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denda paling banyak Rp.300.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”. 
Menurut Pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja 
baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu 
muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan 
belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan 
kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya 
perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh 
orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, 
mencium korban dan lain sebagainya. 
E. Alasan Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana 
a. Alasan-alasan yang memberatkan pidana 
Menurut Jinkers (1946: 170) bahwa unsur dasar umum 
strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau penambahan 
pidana umum adalah 1. Kedudukan sebagai pegawai negeri, 2. 
Recidive (pengulangan delik), 3. Samenloop (gabungan atau 
perbarengan dua atau lebih delik) ata concursus,kemudianJonkers 
menyatakan bahwa title ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia hanya menyebut yang pertama yaitu Pasal 52 KUHP yang 
berbunyi : 
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“Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar 
kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan 
pebuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan 
perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan, 
atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka 
pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya”. 
Ketentuan tersebut jarang digunakan oleh penuntut umum dan 
pengadilan disebabkan karena kesulitan untuk membuktikan unsur 
pengawai negeri menurut Pasal 52 yaitu : 
a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau 
b. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya yang diperoleh karena 
jabatannya, (Zainal Abidin Farid, 2007: 427). 
Hampir sama yang diungkapkan oleh Jonkers, Adami Chazawi 
lebih spesifik membagi dasar pemberatan pidana menjadi 2 (dua) yaitu 
dasar pemberatan pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus. 
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1. Dasar Pemberatan Pidana Umum 
Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang 
menyebabkan diperberatnya pidana umum adalah : 
a. Dasar pemberatan karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP, dasar 
pemberatannya terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si 
pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal 
yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan : 
1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya 
2. Memakai kekuasaan jabatannya 
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya 
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. 
b. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan. 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumusan dalam Pasal 52 a KHUP yang 
berbunyi: 
“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk 
kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”. 
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Ketentuan ini ditambahkan keadalam KUHP berdasarkan 
Undang-undang No. 73 Tahun 1958 (Lembaga Negara No. 127 
Tahun 1958). Alasan pemberat pidana yang diletakkan pada 
penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut objektif dapat 
mengelabui orang-orang, dapat menimbulkan kesan seolah-oleh 
apa yang dilakukan si pembuat itu suatu perbuataan yang resmi, 
sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah 
si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan, (Adami 
Chazawi, 2009: 80). 
c. Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive) 
Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan 
umum (general recidive) yang artinya menentukan pengulangan 
berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. 
Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut: 
a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokka tindak 
pidana pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada 
tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 
487, 488 KUHP. 
b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388, 
KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus 
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tertentu yang dapat terjadi pengulangan misalnya Pasal 216 
ayat (3), 489 ayat (2), 495 (2), 501 ayat (2) dan 512 ayat (3). 
Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada 
pengulangan ini terletak pada 3 (tiga) faktor yaitu : 
1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana 
2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat 
oleh Negara karena tindak pidana yang pertama 
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang 
bersangkutan (Adami Chazawi, 2009: 82) 
2. Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Dasar Pemberatan pidana khusus dilihat dari bentuknya yang 
diperberat yaitu : 
- Dalam jenis/kualifikasi pencurian dirumuskan dalam Pasal 363 dan 
365. 
- Kualifikasi penggelapan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 374 
dan 375. 
- Kualifikasi pembunuhan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 339 
dan 340. 
- Kualifikasi penganiayaan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 351 
ayat (2,3), Pasal 353 ayat (1,2,3), Pasal 354 ayat (1,2), Pasal 355 
ayat (1,2) dan Pasal 356. 
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- Kualifikasi perusakan barang bentuk diperberatnya ada pada Pasal 
408, 409 dan 401, (Adami Chazawi, 2009: 89). 
b. Alasan-Alasan Yang Meringankan Pidana 
Menurut Jonkers (1946: 169), bahwa sebagai dasar peringanan atau 
pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut : 
a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP 
b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP) 
c. Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur 
yang dapat dipidana (Pasal 45 KUHP), (Zainal Abidin Farid, 2007: 
439). 
Sedang Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana 02 (2009: 97) 
membagi 2 (dua) alasan yang meringankan pidana yaitu dasar diperingannya 
pidana umum dan dasar diperingannya pidana khusus. 
1. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Umum 
a. Menurut KUHP : Belum Berumur 16 Tahun 
Bab III buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang 
menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pidana. Tentang 
hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 
45, Pasal 46 dan Pasal 47. 
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b. Menurut UU No.3 Tahun 1997 : Anak yang umurnya telah mencapai 8 
tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin. 
Dasar peringanan pidana menurut UU No.3 Tahun 1997, 
terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya yaitu : 
pertama mengenai umurnya (telah 8 tahun tetapi belum 18 tahun) dan 
yang kedua mengenai belum pernah kawin. Dalam sistem hukum, 
selain umur juga perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan 
seseorang. 
Perbedaan antara ketentuan mengenai hal peringanan pidana 
menurut KUHP dengan UU No.3 Tahun 1997 antara lain: 
1) Batasan anak yang dapat diperingan pidananya dalam hal 
melakukan tindak pidana, menurut KUHP ialah belum berumur 16 
(enam belas) tahun, sedangkan menurut UU No.3 Tahun 1997 
ialah telah berumur 8 (delapan) tahun tapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
2) Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan menurut KUHP ada 3 
jenis yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. 
Sedang menurut UU No.3 Tahun 1997 ada 4 jenis yaitu selain 3 
(tiga) jenis pidana pokok tersebut, juga pidana pengawasan. 
3) Jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan menurut KUHP ialah 
hanya pidana perampasan barang tertentu. Sedangkan menurut 
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UU No.3 Tahun 1997 selain pidana perampasan barang tertentu 
juga pidana pembiayaan ganti rugi. 
4) Anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana mati atau penjara seumur hidup menurut KUHP, tidak 
ditentukan batas umur minimalnya untuk dapat dijatuhkan pidana 
penjara maksimum 15 tahun. Sedangkan menurut UU No.3 Tahun 
1997, ditentukan batas umur minimalnya ialah telah berumur 12 
tahun untuk dapatnya dipidana penjara maksimim 10 tahun. 
c. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan 
Menurut KUHP dalam Pasal 53 ayat 2 dan Pasal 57 ayat 1, 
pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari 
ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Si pembuat 
yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan  
demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan 
kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman 
maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti ada peringanan 
pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai bagi si 
pembuatnya (pleger) sendiri. 
2. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Khusus 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan saja dan tidak berlaku umum untuk  segala macam 
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tindak pidana. Contohnya tindak pidana dalam bentuk pokok : 
pembunuhan (338), pencurian (362), penganiayaan (351 ayat 1), 
penggelapan (372), penipuan (378). Ada pula dalam bentuk yang lebih 
ringan yaitu pembunuhan dalam hal yang meringankan (Pasal 341), 
penganiayaan ringan (Pasal 352), pencurian ringan (Pasal 364), 
penggelapan ringan (Pasal 373), dan penipuan ringan (379) serta 
kejahatan meninggalkan bayi karena takut diketahui melahirkan (308). 
Dasar penyebab diperingannya tindak pidana tersebut yaitu : 
c. Pada pembunuhan Pasal 341 ialah pembuatnya adalah seorang ibu 
dan objeknya adalah bayinya sendiri. 
d. Pada penganiayaan ringan ialah akibat perbuatan berupa tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau pencurian (352) 
e. Pada pencurian ringan ialah (1) tidak dilakukan dalam sebuah 
kediaman atau pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada 
tempat kediaman, dan (2) nilai/harga benda (objek) kurang dari 
Rp.250,- (364) 
f. Penggelapan ringan ialah (1) objeknya bukan ternak dan (2) nilai 
benda/objek kejahatan kurang dari Rp.250,- (373) 
g. Penipuan ringan ialah (1) objek kejahatan bukan ternak dan (2) nilai 
benda/objek kejahatan kurang dari Rp.250,- (379) 
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h. Pasal kejahatan dalam Pasal 308 ialah (1) pelakunya ialah seorang 
ibu dan (2) dilakukan kejahatan itu pada bayinya sendiri (3) takut 
diketahui melahirkan bayi. 
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
a.    Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument 
atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik 
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih 
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan 
merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti.Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim 
merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah 
perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim. 
Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, 
yakni: 
“pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbagngan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal 
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yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa 
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, 
barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum 
pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari 
latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa 
, dan agama terdakwa.” 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari 
lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak 
pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana 
akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang 
bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan 
oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan 
juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, 
dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative 
ditetapkan pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek 
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang 
memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya 
(Recidivis). 
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b.    Pertimbangan Sosiologis 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum 
dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan 
penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. 
 Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat 
untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dilakalangan praktisi 
hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata 
peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh 
dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas 
peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam 
kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian 
moral dan kajian ilmu hukum (nomatif), seandainya terjadi dan akan 
terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh 
masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan 
hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan 
masyarakat dikorbankan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
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secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
suatu perkara, antara lain: 
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si 
terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan 
hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa 
sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai 
usaha ini, maka hakim harus memperhatikan: 
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a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran 
pidana yang berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. 
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran 
pidana itu (yang memberatkan dan meringankan). 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah 
berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat 
untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih 
muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia 
tinggi. 
e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. 
Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam 
menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan mengkaitkan 
dengan fungsi putusan hakim sebagai a tool of social engineering 
yaitu: 
1. Fungsi social engineering (rekayasa sosial) dari hakim maupun 
putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat 
totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk 
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menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap 
perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. 
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam 
masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika 
pengadilan menjadi penerjemah yang tertinggi dari konstitusi. 
Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat 
dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatif melalui 
penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. Kata-
kata yang bermakna luas dari teks-teks konsitusi sering melahirkan 
rintangan-rintagan yang tak teratasi. 
3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak 
pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan badan legislative 
sehingga funggsi hakim menjadi relative lebih mudah. Fungsi 
tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran peraturan-
peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan 
yang administrative sifatnya.  
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4. Dalam penafsiran preseden dan undang-undang, fungsi pengadilan 
harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang 
harus dilakukan dengan penafsiran dengan sangat baik dan sangat 
pembantu kebijakan hukum. 
 
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat 
pengendali sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka 
secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar 
hukum”. Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan 
berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan (Ahmad 
Ali, 2008:158). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan 
berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulis ini, maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota 
Pare-pare. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di 
berbagai tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan 
objek yang akan diteliti seperti di Pengadilan Negeri Pare-pare. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer. 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawasan secara langsung dalam pihak terkait untuk memberikan 
keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.  
2. Data Sekunder. 
Data sekunder adalah  data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 
relevan dengan materi penulis. Data jenis ini diperoleh melalui 
perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data 
yaitu : 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian Pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data 
meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah 
terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan penelitian itu. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang 
berkaitan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan data yang 
akan dikumpulkan. 
D. Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggabarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan 
mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai “tindak pidana 
pencabulan oleh guru”. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Dalam Nomor Putusan 
21/Pid.B/2013/PN.Parepare 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu 
membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri 
Parepare Nomor : 21/PID.B/2013/PN.Parepare adalah sebagai berikut 
a. Identitas Terdakwa 
Nama :   Andi Umar A. AD. Pallawagau, S.Pd  
 Bin A. Allusupa; 
 Tempat  :   Barru; 
 Umur/ tanggal lahir :   39 tahun / 14 Juni 1973; 
 Jenis kelamin :  Laki – laki 
 Kebangsaan  :   Indonesia; 
 Tempan tinggal :   Bojo 1 KM 10 Jurusan Parepare-Barru Kel. Bojo  
        Kec. Mallusetasi Kab. Barru; 
 Agama  :   Islam; 
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 Pekerjaan  :   Guru SMP Negeri 9 Parepare; 
 Pendidikan  :   S1 
b. Posisi Kasus 
Awal kejadian terjadi pada sekitar bulan Maret 2011 sampai hari 
minggu tanggal 18 Nopember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan Maret 2011 dan bulan Nopember 2012 bertempat 
diruang Ekstra Kurukuler SMP Negeri 9 Parepare atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Parepare, terdakwa Andi Umar A. AD. 
Pallawangau, S. Pd alias Andi Umar dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, 
perbuatan  terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
- Sekitar bulan Maret 2011 jam 15.00 wita sampai hari minggu 
tanggal 18 Nopember 2012 sekitar jam 11.00 wita dan jam 
15.00 wita terdakwa mengajak saksi Akbar Fadillah (siswa 
kelas I SMP Negeri 9 Parepare) alias Akbar yang berusia 1 
tahun untuk datang ke ruangan Ekstra Kurikuler dan di 
rumah terdakwa untuk memijat-mijat pada bahagian paha 
terdakwa Andi Umar dan setelah bernafsu terdakwa 
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membuka celana sehingga alat kelamin (penis) terdkwa 
kelihatan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Akbar untuk 
meremas-remas atau mengkocok-kocok alat kelamin (penis) 
terdakwa karena saksi Akbar tidak tahu sehingga terdakwa 
mengajari saksi Akbar dengan cara menggoyang-goyangkan 
alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian saksi Akbar 
memegang alat kelamin (penis) terdakwa sambil 
menggocok-gocok sampai alat kelamin (penis) terdakwa 
mengeluarkan air mani dan perbuatan tersebut terdakwa 
lakukan beberapa kali, kemudian terdakwa dalam waktu 
yang lain menyuruh saksi Akbar menghisap alat kemaluan 
(penis) terdakwa sampai alat kelamin (penis) terdakwa 
mengeluarkan air mani dan terdakwa juga memasukkan alat 
kelaminnya (penis) kedalam lubang pantat saksi Akbar 
(sodomi). Pada saat terdakwa selesai melakukan perbuatan 
cabul tersebut, terdakwa selalu berkata “jangan sampai 
ditahu orang lain” dan terdakwa sebelum dan sesudah 
melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa memberikan 
uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 
pakaian, tas sekolah dan Hand Phone merek Samsung 
kepada saksi Akbar. 
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- Selanjudnya sekitar bulan Agustus 2011, jam 15.00 wita 
sampai tanggal 10 Nopember 2012 sekitar jam 18.00 wita, 
terdakwa Andi Umar mengajak saksi Awaluddin Alias Awal 
(siswa kelas 1 SMP Negeri 9 Parepare) diruang Ekstra 
Kurikuler SMP Negeri 9 Parepare, kemudian terdakwa 
menyuruh saksi Awal untuk memijat-mijat dan setelah 
bernafsu, terdakwa membuka celana sehingga alat kelamin 
(penis) terdakwa kelihatan, kemudian terdakwa menyuruh 
saksi Awal untuk meremas-remas / menggoyang-goyangkan 
alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani dan 
perbuatan tersebut terdakwa melakukan beberapa kali, 
kemudian dilain waktu terdakwa juga menyuruh saksi Awal 
menghisap alat kelamin (penis) terdakwa. Pada saat selesai 
melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Awal terdakwa 
selalu berkata “jangan sampai ditahu orang lain” dan 
terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh 
ribu rupiah) dan tas ransel warna hitam kepada saksi Awal. 
- Selanjudnya sekitar bulan Januari 2011, sampai dengan 
Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa Andi Umar 
mengajak saksi Dwiki Rizaldi alias Reza (siswa kelas I SMP 
Negeri Parepare) di ruang Ekstra  Kurikuler SMP Negeri 9 
Parepare, kemudian terdakwa menyuruh saksi Reza untuk 
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memijat-mijat terdakwa dan setelah bernafsu, terdakwa 
membuka celana sehingga alat kelamin (penis) terdakwa 
kelihatan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Reza untuk 
meremas-remas / menggoyang-goyangkan alat kelamin 
(penis) terdakwa sampai mengeluarkan air mani, dan 
perbuatan tersebut terdakwa lakukan beberapa kali, 
kemudian dalam waktu yang lain terdakwa juga menyuruh 
saksi Reza menghisap alat kelamin (penis) terdakwa dan 
saksi Reza tidak mau tetapi terdakwa tetap memaksa dan 
mengancam tidak akan meluluskan sekolah, karena merasa 
takut tidak naik kelas sehingga sanksi Reza menurut dan 
menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sampai alat 
kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani. 
c. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam kasus perbuatan cabul ini, penuntut umum mendakwa 
terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 82 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. 
Pasal 64 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 292 ayat 1 KUHP 
Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. 
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Dalam dakwaan yang pertama, terdakwa didakwa melanggar 
Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :  
1. Setiap orang; 
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak; 
3. Untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
Dakwaan kedua, terdakwa melanggar Pasal 292 KUHP adapun 
unsur-unsur sebagai berikut :  
1. Yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga; 
2. Seorang dewasa ; 
3. Melakukan tindakan melanggar kesusilaan ; 
4. Seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama ; 
5. Kebelumdewasaan. 
d. Tuntutan oleh Penuntut Umum 
Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan 
Pengadilan Negeri Parepare dengan melihat fakta-fakta yang 
terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa 
keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka 
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penuntut umum yang pada pokoknya menurut supaya Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini memutuskan :  
1. Menyatakan terdakwa Andi Umar bersalah melakukan tindak 
pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah 
umur sesuai dengan Pasal 292 KUHPidana Jo. Pasal 64 
ayat 1 KUHPidana. 
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Andi Umar A. AD.Pallawagau, 
S.Pd dengan penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) 
bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan sementara. 
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
e. Amar Putusan 
Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini 
adalah sebagai berikut : 
 Menyatakan terdakwa ANDI UMAR A. AD. PALLAWAGAU, S. Pd Bin 
A. Allisupa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “ORANG YANG TELAH CUKUP UMUR MELAKUKAN 
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PERBUATAN CABUL DENGAN YANG DIKETAHUINYA BELUM 
CUKUP UMUR YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” 
 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. 
 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
 Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah Handphone Samsung model 0168 warna merah 
- 2 (dua) lembar baju kaos bermotif warna hijau dan merah 
- 1 (satu) buah tas merk polo warna hitam 
Dikembalikan kepada saksi Akbar Fadillah 
- 1 (satu) buah tas USA Sport warna hitam 
Dikembalikan kepada saksi Awaluddin 
- 1 (satu) buah kasur kapuk berukuran 1x2 meter 
Dimusnahkan 
 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 
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f. Analisis Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Pidana 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang 
perbuatan cabul yang dilakukan oleh guru. Dimana yang menjadi 
terdakwa adalah Andi Umar telah terbukti melakukan perbuatan cabul 
terhadap beberapa murid laki-laki yang belum berusia 18 tahun yaitu 
Akbar Fadillah alias Akbar (13 tahun), Awaluddin alias Awal (14 
tahun), Dwiki Rizaldi alias Reza (15 tahun). Korban disini tidak lain 
adalah anak didik terdakwa di SMP Negeri 9 Parepare. Ketentuan 
pidana mengenai perbuatan cabul khususnya terhadap anak laki-laki 
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain 
dalam KUHP yaitu Pasal 290 ayat 2 dan Pasal 292 dan dalam 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu 
Pasal 82. 
Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk 
menjerat terdakwa yaitu dakwaan kesatu ; melanggar Pasal 82 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau 
dakwaan kedua ; melanggar Pasal 292 KUHP. Alasan Jaksa penuntut 
umum menggunakan dakwaan alternatif agar terdakwa tidak dapat 
terlepas dari jerat hukum. 
73 
 
 
 
Dalam wawancara langsung dengan Bapak Taufiq Noor 
Hayat, SH. selaku hakim dalam kasus ini beliau mengatakan “Bahwa 
alasan penuntut umum lebih menggunakan Pasal 292 dalam KUHP 
karen menurut pasal ini yang dapat dihukum adalah orang dewasa 
yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa 
yang sejenis dengan dia, dewasa berarti berumur 21 (dua satu) tahun 
atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin. Jenis kelamin yang 
sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan 
perempuan. Sedangkan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, hanya melindungi anak sebagai korban 
pencabulan dengan ancaman kekerasan. 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Putusan Nomor 21/PID.B/2013/PN.Parepare  
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam 
membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam 
pengambilan keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan 
cermat kesesuaian faktor-faktor yang ada dengan bukti-bukti yang 
dihadirkan di persidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu 
keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak 
melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa. 
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Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya berlandaskan 
pada fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa : 
a. Keterangan saksi-saksi yaitu Hamsiah, Awaluddin, Dwiki Rizaldi, 
Muhammad Akbar Fadillah, Dinul Fitra, Sayyid Randi, Ilham. 
b. Alat bukti surat berupa visum et repertum dari RS Fatima atas 
nama Akbar Fadillah No. 817/RSF/VER/R/XII/2012, Awaluddin No. 
817/RSF/VER/R/XII/2012 dan Dwiki Rizaldi No. 
817/RSF/VER/R/XII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dr.Ferdi Yanto. 
c. Keterangan terdakwa yaitu Andi Umar 
d. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti 
surat dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama 
lain yang menyangkut perbuatan terdakwa. 
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dilakukan 
pembuktian mengenai unsur-unsur dari pada yang didakwakan 
oleh jaksa penuntut umum. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi 
pada perkara ini adalah dakwaan kedua Pasal 292 KUHPidana Jo. 
Pasal 64 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai 
berikut : 
1. Barangsiapa ; 
2. Orang yang belum cukup umur melakukan perbuatan cabul ; 
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3. Dengan sesama kelamin yang diduga atau sepatutnya 
diketahuinya bahwa belum cukup umur ; 
4. Yang dilakukan secara berlanjud ; 
Hasil analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai 
berikut : 
Ad.1 Unsur barangsiapa 
Pengertian barangsiapa disini “setiap orang” adalah manusia/orang 
yang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu 
bertanggungjawab/dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diajukan 
sebagai terdakwa ke persidangan. 
Dalam perkara ini oleh penuntut umum telah dihadapkan seorang 
terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah menerangkan identitas 
dirinya yaitu bernama Andi Umar dan ternyata sesuai dengan identitas orang 
yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, dengan demikian 
dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang/error in persona 
dimana setiap orang disini orang disini adalah Andi Umar A. AD. 
PALLAWAGAU, S. Pd alias Andi Umar. 
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Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan 
bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi. 
Selanjudnya sebelum Majelis membuktikan unsur “Ad.1 melakukan 
perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang 
sama. Maka menurut Majelis perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur 
Ad.3 “melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari 
jenis kelamin yang sama”. 
Ad.2 Usur-unsur orang yang cukup umur melakukan perbuatan cabul  
Apabila ditarik tentang batasan orang yang belum cukup umur 
berdasarkan Pasal 45 KUHP tentang menuntut orang yang belum 
cukup umur, maka batasan orang yang cukup umur adalah orang yang 
berumur 16 tahun atau lebih. 
Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma adat, 
norma sosial dan norma hukum, dan menyangkut kehormatan 
seseorang, dimana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh korbannya. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang 
dihubungkan dengan bukti dan bukti surat yang satu sama lain saling 
berkesesuaian maka majelis memperoleh fakta yuridis bahwa pada 
bulan maret 2011 sekitar jam 16.30 wita bertempat diruang ekstra 
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kurikuler SMP 9 Parepare, terdakwa yang merupakan seorang guru 
honorer di SMP Negeri 9 Parepare telah selesai memberikan pelajaran 
ekstra kurikuler berupa kegiatan drumband atau pramuka, kemudian 
terdakwa memanggil saksi Akbar Fadillah, lalu terdakwa menyuruh 
untuk memijit-mijit pada bagian betis sampai pangkal paha sehingga 
terdakwa merasa terangsang atau bernafsu dan pada saat itulah 
terdakwa menyuruh saksi Akbar meremas-remas mengkocok-kocok 
alat kelamin terdakwa sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan air 
mani dan merasa enak. 
Selanjudnya selama bulan Maret 2011 hingga Nopember 2012 
terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Awaluddin, 
sanksi Dwiki, saksi Muhammmad, sanksi Dinul, saksi Sayyid dan saksi 
Ilham, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tempat dan cara 
yang sama seperti yang dilakukan terhadap saksi Akbar. 
Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan tersebut kepala saksi 
Akbar di rumah terdakwa yaitu Bojo Kabupaten Barru ; 
Berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa terdakwa 
melakukan perbuatan cabul dengan para saksi korban, dimana 
perbuatan cabul tersebut dalam bentuk menggocok-gocok alat kelamin 
terdakwa hingga terdakwa mengelurkan sperma, terhadap perbuatan 
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tersebut majelis berpendapat bahwa perbuatan menggocok-gocok alat 
kelamin dengan para saksi korban adalah perbuatan yang tidak sesuai 
norma agama, adat, sosial dan norma hukum serta berkaitan dengan 
kehormatan para saksi korban, dimana perbuatan tersebut tidak 
diinginkan oleh para saksi korban. 
Saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, dakwa telah 
berumur 39 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah 
cukup umur atau dewasa, berdasarkan uraian diatas majelis 
berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan. 
Ad.3 Unsur dengan sesama kelamin yang diduga atau sepatutnya 
diketahui bahwa belum cukup umur 
Bahwa yang dimaksud dengan sesama kelamin adalah sama jenis 
kelamin, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan 
perempuan. 
Berdasarkan pertimbangan dalam unsur sebelumnya bahwa belum 
cukup umur adalah yang belum berumur 16 tahun ; 
Berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya yang telah terbukti 
bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan para saksi 
korban, dimana para saksi korban adalah siswa SMPN 9 Kota 
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Parepare yang berumur 13 tahun dan berjenis kelamin laki-laki 
sebagaimana bukti akte kelahiran (terhadap dalam berkas perkara). 
Dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan cabul 
dengan sesama kelamin yaitu laki-laki dengan laki-laki serta para saksi 
korban tersebut berumur kurang dari 16 tahun, berdasarkan uraian 
diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan. 
Ad. 4 Unsur yang dilakukan secara berlanjud 
Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjud adalah suatu 
perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali, dimana 
perbuatan tersebut adalah sama ancaman maupun jenis pidananya ; 
Berdasarkan pembuktian unsur kedua dan ketiga diatas, bahwa 
terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap para saksi 
korban dilakukan lebih dari satu kali, yaitu dilakukan dalam kurun 
waktu bulan Maret 2011 sampai dengan Nopember 2012. 
Perbuatan pencabulam yang dilakukan terdakwa yang lebih dari 
satu kali tersebut merupakan suatu tindak pidana dengan ancaman 
dan jenis pidana yang sama, dengan demikian unsur ini juga telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan. 
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Dengan terbuktinya unsur keempat tersebut maka majelis 
berpendapat bahwa dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan, maka oleh karenanya terdakwa 
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 
Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohaninya maka tiada alasan apapun yang 
mengecualikan pidananya, maka oleh karenanya terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. 
Meskipun dakwaan yang dipilih untuk dibuktikan oleh Majelis 
Hakim adalah sama dengan apa yang Jaksa Penuntut umum buktikan 
dalam tuntutannya, namun Majelis tetap tidak sependapat terhadap 
tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut umum mengenai masa Pidana 
yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yaitu selama 1 (satu) tahun dan 8 
(delapan) bulan. 
Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut terlalu berat, 
oleh karena uraian dakwaan Penuntut umum mengenai bahwa 
terdakwa melakukan sodomi, menurut Majelis tidak terbukti di 
persidangan, hal ini didasarkan pada pembuktian di persidangan yang 
hanya didasarkan keterangan saksi Akbar yang tidak disumpah, 
sementara terdakwa menyangkalnya, selain itu bukti surat yaitu Visum 
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et repertrum yang diharapkan akan membuat perkara ini menjadi 
terang, menurut Majelis malah menguatkan bantahan dari terdakwa, 
yaitu Visum tersebut menyebutkan bahwa tidak terdapat luka atau 
radang pada anus Akbar dan tanda merah (-) serta strifingter 
mencekik, hal ini membuktikan bahwa anus Akbar baik-baik dan 
normal, dengan demikian Majelis berkesimpulan anus Akbar tidak 
pernah dimasuki oleh benda tumpul atau penis terdakwa. 
Selain pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan 
pidana tersebut terlalu berat, oleh karena terungkap fakta bahwa 
terdakwa memiliki kelainan seks, yaitu menyukai sesama jenis, 
dengan demikian bukannya lama pidana yang diperlukan untuk 
terdakwa, melaikan dukungan dari keluarga dan psikiater agar 
terdakwa dapat kembali normal seperti sediakala dan majelis khawatir 
apabila terdakwa lama ditahan, maka akan lebih menimbulkan 
hasratnya kepada sesama jenis, oleh karena setiap hari bergaul 
dengan sesama jenis tanpa adanya lawan jenis. 
Bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 
ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
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Bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih 
lama dari masa penahanan yang telah dijatuhkan oleh terdakwa, maka 
terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan, barang bukti yang 
diajukan ke persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar 
putusan ini, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dipidana, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya 
perkara. 
Pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam 
kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi 
masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, 
dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku 
kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya 
bukanlah lamanya pemidanaan yang diharapkan oleh majelis hakim 
pada diri terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut. 
Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah 
sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan : 
1. Perbuatan terdakwa melanggar norma agama, norma kesusilaan dan 
norma kesopanan ; 
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi para saksi korban ; 
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Hal-hal yang meringankan : 
1. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; 
2. Terdakwa belum pernah dihukum ; 
3. Terdakwa memiliki kelainan seks yang membutuhkan dukungan dari 
keluarga dan psikiater agar kembali normal. 
C. Komentar Penulis 
Berdasarkan analisis penulis serta wawancara dengan beberapa 
narasumber yang berkompeten dalam perkara ini. maka penulis 
berkesimpulan bahwa dakwaan penuntut umum yang menggunakan 
dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 82 Undang-Undang 
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP 
atau dakwaan kedua Pasal 292 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Namun 
dalam putusan perkara hakim menerapkan Pasal 292 KUHP sehingga 
penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana 
yang di lakukan terdakwa dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa 
lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana Pasal 82 Undang-
undang No.23 Tahun 2002 dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa 
lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, dimana tuntutan selama satu 
tahun delapan bulan dan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 
selama satu tahun tiga bulan. Seharusnya hakim memperhatikan alasan 
pemberatan pidana pada Pasal 64 ayat 1 karena tindak pidana tersebut 
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dikalukan secara berlanjut dan dalam Pasal 64 ayat 1 dijelaskan bahwa 
jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga 
harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya di 
terapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda maka yang diterapkan 
adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Meskipun 
pidananya stelsel absorpsi tapi setidaknya tidak dijatuhkan ancaman 
pidana minimal dari Pasal 292 KUHP, yang menurut sistem stelsel 
absorpsi bahwa hanya dijatuhkan satu pidana saja yaitu pidana yang 
terberat walaupun orang tersebut melaksanakan beberapa delik.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana dalam perkara dengan nomor putusan 
21/Pid.B/2013/PN.Parepare adalah kurang tepat hal ini disebabkan 
hakim dalam memutuskan hanya menerapkan Pasal 292 KUHP Jo. 
Pasal 64 ayat 1, dan menyenyampingkan Asas lex specialis 
derogate legi generale (hukum khusus didahulukan 
keberlakuannya daripada hukum umum), dan tidak 
mempertimbangkan Pasal 64 ayat 1 KUHP, perbuatan terdakwa 
yang dilakukan secara berulang-ulang yang dapat memberatkan 
pemidanaan terdakwa.  
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor 
putusan 21/Pid.B/2013/PN.Parepare adalah bahwa penerapan 
Pasal 292 KUHP lebih memenuhi unsur-unsur delik dalam kasus 
tersebut, sedangkan hakim memandang bahwa keberlakuan Asas 
lex specialis derogate legi generale tidak memenuhi semua unsur 
delik pada kasus tersebut. 
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B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sebuhungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa 
penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu 
kasus yang mana perbuatannya diatur dalam undang-undang yang 
lain hendaknya mempertimbangkan pada aturan yang lebih khusus 
(lex specialis). 
2. Diharapkan Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 
terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara 
cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa 
kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali 
perbuatannya tersebut. 
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